
 

JURNAL MASALAH-MASALAH HUKUM 
Tersedia online di https://ejournal.undip.ac.id/index.php/mmh/ 

Volume 53, Nomor 2, Juli 2024 

 
 

145 

TINDAKAN ULTRA VIRES ORGAN PEMERINTAHAN DAN 
KONSEKUENSI HUKUMNYA 

 
A’an Efendi*1, Sudarsono2 

1Fakultas Hukum, Universitas Jember 
Jl. Kalimantan No.37, Krajan Timur, Sumbersari, Kec. Sumbersari, Jember, Indonesia 

2Perkumpulan Peneliti Hukum dan Kebijakan Publik 
Jl. Pandugo Sari, X/PS.II, K-24, Kota Surabaya, Indonesia 

aan_efendi.fh@unej.ac.id 
 

Abstract  
 

Article 17 paragraph (2) of the Government Administration Law which positions ultra vires as a 
species in the genus abuse of power is incorrect. Ultra vires is its own type of deviation from the 
use of power which is different from abuse of power. The legal consequences of ultra vires actions 
by government organs are null and void, which means that from the beginning the action and its 
legal consequences have no existence in law, and are not invalid as stipulated in Article 70 
paragraph (1) of the Government Administration Law. Actions of government organs that are null 
and void must be declared in a state administrative court decision that the action is null and void 
and does not create or change any legal situation. 
 
Keywords: Ultra Vires; Null And Void; Declaratory Relief. 
 

Abstrak  
 

Pasal 17 ayat (2) UUAP yang memosisikan ultra vires sebagai spesies dari genus penyalahgunaan 
wewenang adalah tidak tepat. Ultra vires merupakan jenis sendiri dari bentuk penyimpangan 
penggunaan wewenang yang berbeda dari penyalahgunaan wewenang. Konsekuensi hukum 
tindakan ultra vires organ pemerintahan adalah batal demi hukum yang berarti sejak semula 
tindakan itu dan akibat hukumnya tidak memiliki eksistensi dalam hukum, bukan tidak sah 
sebagaimana ketentuan Pasal 70 ayat (1) UUAP. Tindakan organ pemerintahan yang batal demi 
hukum harus dideklarasikan dalam putusan peradilan tata usaha negara bahwa tindakan itu batal 
demi hukum dan tidak menciptakan atau mengubah keadaan hukum apapun.  
 
Kata Kunci: Ultra Vires; Batal Demi Hukum; Putusan Deklaratif.  
 
 
A. Pendahuluan 

Prinsip dasar dalam hukum administrasi bahwa organ pemerintahan hanya dapat melakukan 
tindakan atau membuat keputusan pemerintahan berdasarkan wewenangnya yang diberikan oleh 
hukum (Forsyth, 1996). Tindakan organ pemerintahan yang berada di luar wewenang atau 
melebihi batas wewenangnya adalah tindakan ultra vires. Doktrin ultra vires mensyaratkan bahwa 
organ pemerintahan yang diberikan wewenang oleh undang-undang, dalam menjalankan 
wewenangnya itu tidak boleh melampaui batas-batas (vires) yang ditetapkan oleh undang-undang 
yang memberikan wewenang (Venice Commission, 2005). Ultra vires berasal dari frasa bahasa 
Latin berarti ‘di luar kewenangannya’ untuk menggambarkan tindakan atau keputusan dari organ 
pemerintahan yang melampaui wewenang yang diberikan kepada mereka (Elliott, 1999). 



 
Masalah-Masalah Hukum, Jilid 53 No.2, Juli 2024, Halaman 145-154 p-ISSN : 2086-2695, e-ISSN : 2527-4716 

146 

Konsekuensi hukum dari tindakan ultra vires organ pemerintahan adalah batal demi hukum atau 
void and null (Qtaishat, 2025). Batal demi hukum berarti sejak semula tindakan atau keputusan 
organ pemerintahan itu beserta semua akibat hukumnya dianggap tidak pernah ada (Forsyth, 
2012). 

Doktrin ultra vires melandasi norma Pasal 17 ayat (1) dan ayat (2) Undang-Undang No. 30 
Tahun 2014 tentang Administrasi Pemerintahan (UUAP) yang melarang organ pemerintahan 
melakukan tindakan penyalahgunaan wewenang yang meliputi tiga bentuk tindakan, yaitu 
melampaui wewenang, mencampuradukkan wewenang, dan bertindak sewenang-wenang. Pasal 
18 ayat (1) menyatakan organ pemerintahan dikatakan melakukan tindakan melampaui wewenang 
jika melanggar batas waktu, batas wilayah, dan/atau melanggar peraturan perundang-undangan. 
Akibat hukum tindakan atau keputusan organ pemerintahan yang melampaui wewenang sesuai 
ketentuan Pasal 70 ayat (1) UUAP adalah tindakan atau keputusan yang tidak sah. Pasal 70 ayat 
(2) menjelaskan makna dari tindakan atau keputusan tidak sah adalah keputusan atau tindakan itu 
tidak mengikat sejak saat ditetapkan dan semua akibat hukumnya dianggap tidak pernah ada. 

Kesenjangan topik kajian penelitian mengenai ketentuan ultra vires dengan putusan PTUN 
yaitu adanya putusan yang bersifat deklaratif menyatakan bahwa tindakan tersebut batal demi 
hukum sehingga keputusan atau tindakan penyalahgunaan wewenang tersebut dianggap tidak 
pernah ada. Hal ini tidak selaras dengan ketentuan yang ada pada Pasal 70 ayat (1) UUAP karena 
di dalam ketentuan tersebut mengatur bahwa tindakan ultra vires akan mengakibatkan keputusan 
yang tidak sah bukan keputusan/tindakan penyalagunaan wewenang batal demi hukum atau 
dianggap tidak pernah ada. Oleh karena itu, penelitian ini berfokus mengkaji mengenai 
ketidakselarasan konsep ultra vires dengan ketentuan ultra vires di dalam UU Administrasi 
Pemerintahan. 

Susanto (2020)  meneliti perbandingan larangan ultra vires dalam tindakan pemerintahan pada 
sistem hukum anglo saxon dan Eropa kontinental dengan simpulan bahwa ultra vires meliputi 
tindakan penyalahgunaan wewenang (Nur & Susanto, 2020) sedangkan pada penelitian ini 
berfokus pada tindakan ultra vires yang tidak selaras dengan UU Administrasi Pemerintahan yang 
seharusnya disertai dengan putusan batal demi hukum sehingga keputusan atau tindakan 
administrasi pemerintahan tersebut dianggap tidak pernah ada. Simanjutak (2018) mempersoalkan 
penyalahgunaan wewenang dalam UUAP yang menjadi genus dari tiga spesies melampaui 
wewenang, mencampuradukkan wewenang, dan bertindak sewenang-wenang, dan menyimpulkan 
bahwa dari perspektif hukum administrasi penyalahgunaan wewenang dibedakan dari sewenang-
wenang yang keduanya merupakan spesies dari perbuatan melanggar hukum administrasi 
(Simanjuntak, 2018). Anggoro (2022) menganalisis isu penyalahgunaaan wewenang oleh pegawai 
negeri sipil dan menyatakan bahwa berdasarkan UUAP, penyalahgunaan wewenang merupakan 
genus dengan tiga spesies berupa larangan melampaui wewenang, mencampuradukkan 
wewenang. dan bertindak sewenang-wenang (Anggoro, 2022). Rini (2018) mengkaji 
penyalahgunaan wewenang dalam undang-undang tindak pidana korupsi dan menemukan bahwa 
penyalahgunaan wewenang yang dikualifikasi sebagai unsur melawan hukum sebagaimana 
ketentuan UUAP berupa tindakan melampaui wewenang, mencampuradukkan wewenang, dan 
bertindak sewenang-wenang (Anggoro, 2022) sedangkan pada kajian penelitian ini berfokus pada 
tindakan penyalahgunaan wewenang yang dilakukan oleh pejabat/badan administrasi negara di 
luar kewenangannya.  

Dari paparan di atas, pengkajian ini untuk menjawab tiga persoalan hukum. Pertama, apakah 
ultra vires merupakan species dari genus penyalahgunaan wewenang sebagaimana Pasal 17 ayat 
(2) UUAP atau merupakan jenis tersendiri dari bentuk penyimpangan penggunaan wewenang oleh 
organ pemerintahan? Kedua, apakah telah tepat konsekuensi hukum dari tindakan ultra vires organ 
pemerintahan adalah tindakan atau keputusannya menjadi tidak sah sebagaimana ketentuan Pasal 
70 ayat (1) dan (2) UUAP? Ketiga, apakah tindakan atau keputusan organ pemerintahan yang batal 
demi hukum memerlukan putusan peradilan tata usaha negara (PTUN)?  
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B. Pembahasan 

1. Tindakan Ultra Vires Organ Pemerintahan 

Organ pemerintah terdiri atas dua jenis. Pertama, organ pemerintahan adalah mereka organ 
pada badan hukum yang diatur oleh hukum publik, dan kedua, orang atau badan hukum privat 
yang diberikan kewenangan publik (Graaf, Kars J. de., Marseille, Albert T., Tolsma, 2018). Organ 
pemerintahan tidak ditentukan berdasarkan dasar hukum pembentukannya maupun struktur 
organisasinya tetapi dari fungsi publik yang diembannya. Fungsi publik oleh undang-undang dapat 
diberikan kepada perorangan atau badan hukum privat. Berdasarkan kriteria fungsional ini yang 
dimaksud dengan organ pemerintahan adalah setiap orang atau badan sepanjang berhak 
melaksanakan tindakan atau membuat keputusan yang merupakan keputusan atau tindakan hukum 
publik (Council of Europe, 1996). Organ pemerintahan adalah siapapun yang melaksanakan fungsi 
publik (“Judicial Review | Institute for Government,” 2019)  

Pada organ pemerintahan tidak inheren wewenang padanya. Organ pemerintahan memiliki 
wewenang berdasarkan undang-undang dan wewenang itu digunakan dengan cara yang diatur 
dalam undang-undang. Tindakan atau keputusan organ pemerintahan yang berasal dari luar ruang 
lingkup kewenangannya adalah tindakan atau keputusan ultra vires atau dalam hukum administrasi 
Prancis disebut excès de pouvoir yang berarti melebihi wewenangnya (Bermann, 1977). Tindakan 
ultra vires adalah bentuk penyimpangan dalam pengggunaan wewenang.  

Craig (1998) menyatakan bahwa ultra vires dapat dipahami dalam dua pengertian. Pertama, 
pengertian sempit yang merefleksikan gagasan bahwa organ pemerintahan harus memiliki 
kewenangan hukum untuk melakukan tindakan atau membuat keputusan tertentu, misalnya jika 
organ pemerintahan diberi wewenang untuk membuat keputusan ketenagakerjaan maka tidak 
boleh mengambil yurisdikti non ketenagakerjaan.  Kedua, dalam pengertian yang luas, ultra vires 
digunakan sebagai sarana untuk menerapkan sejumlah batasan terhadap cara pelaksanaan 
kewenangan yang diberikan kepada organ pemerintahan di mana organ pemerintahan harus 
mematuhi peraturan prosedur yang adil, organ pemerintahan harus menerapkan kebijaksanaannya 
untuk mencapai tujuan yang layak dan bukan yang tidak patut, organ pemerintahan tidak boleh 
bertindak secara tidak layak, dan sebagainya. Pergeseran makna ultra vires dari makna sempit ke 
makna luas berimplikasi pada ruang lingkup ultra vires. Jika semula ultra vires terjadi ketika organ 
pemerintahan melakukan tindakan atau membuat keputusan di luar jangkauan wewenangnya 
mengalami perluasan kriteria tindakan atau keputusan itu tidak memenuhi prosedur yang layak, 
untuk tujuan yang tidak patut, atau dilakukan secara tidak layak (Craig, 1998).  

Tindakan organ pemerintahan yang dilakukan dengan cara dan untuk tujuan yang tidak patut 
atau menyimpang bukan tindakan ultra vires tetapi bentuk lain penyimpangan penggunaan 
wewenang berupa tindakan sewenang-wenang. Sewenang-wenang adalah penggunaan wewenang 
yang tidak teratur dan menimbulkan ketidakpastian atau varialibitas (Wright, 2010). Tindakan 
sewenang-wenang menjadikan pengambilan keputusan yang secara substansial tidak adil, tidak 
masuk akal, dan tidak rasional (Venice Commission, 2011).Tindakan sewenang-wenang organ 
pemerintahan memiliki tujuan atau motif tersembunyi yang tidak layak dan berdasarkan 
pertimbangan yang tidak relevan (Brynard, 2013). Tindakan sewenang-wenang digunakan untuk 
pelbagai motif tujuan yang buruk seperti menghalangi pihak lain untuk memperoleh keputusan 
atau subsidi yang seharusnya diperolehnya dan lain-lainnya.  

Bentuk penyimpangan penggunaan wewenang lainnya adalah penyalahgunaan wewenang. 
Penyalahgunaan wewenang adalah cacat dalam tindakan organ pemerintahan karena organ 
pemerintahan menggunakan wewenangnya untuk mengejar tujuan yang berbeda dari tujuan 
diberikannya wewenang tersebut. Penyalahgunaan wewenang berarti melanggar tujuan 
diberikannya kewenangan kepada organ pemerintahan (Parchomiuk, 2024). Penyalahgunaan 
wewenang meliputi dua kategori kasus. Pertama, penyalahgunaan wewenang dilakukan untuk 
mencapai tujuan di luar tujuan kepentingan umum, yang dinyatakan dalam tindakan yang 
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ditentukan oleh motif pribadi. Penyalahgunaan wewenang dalam kasus ini tindakan organ 
pemerintahan gagal mematuhi peraturan dasarnya untuk bertindak demi kepentingan publik dan 
dimotivasi oleh motif pribadi. Kedua, penyalahgunan wewenang untuk tujuan kepentingan publik, 
tetapi kepentingan publik itu berbeda dari yang dikehendaki oleh undang-undang (Parchomiuk, 
2024).  

Tindakan ultra vires memiliki bentuk lain dari tindakan sewenang-wenang maupun 
penyalahgunaan wewenang. Organ pemerintahan bertindak ultra vires berarti tidak memiliki 
sumber hukum dari wewenangnya, atau sumber batasan hukum atas wewenang tersebut (Endicott, 
2003). A. Carrol (2007) menyatakan bahwa tindakan ultra vires organ pemerintahan terjadi pada 
tiga hal (Carrol, 2007). Pertama, organ pemerintahan melakukan tindakan atau membuat 
keputusan di luar yurisdiksi kewenangannya atau gagal melakukan tindakan yang diwajibkan 
kepadanya atau disebut simple ultra vires. Kedua, organ pemerintahan melakukan tindakan yang 
sesuai wewenangnya tetapi berhubungan dengan materi yang salah atau disebut error of 
jurisdictional fact. Ketiga, organ pemerintahan salah menginterpretasi hukum yang digunakan 
sebagai dasar untuk melakukan tindakan atau mengambil keputusan atau disebut error of law. Pada 
ultra vires pertama organ melakukan tindakan yang bukan menjadi wewenangnya atau melebihi 
batas wewenangnya. Ultra vires kedua organ pemerintahan melaksanakan apa yang menjadi 
wewenangnya dan dilakukan di wilayah yang menjadi yurisdiksinya tetapi tidak sesuai dengan 
materi wewenangnya. Ultra vires ketiga terjadi pada organ pemerintahan yang mengira bahwa 
undang-undang memberikan wewenang padanya padahal menjadi wewenang organ pemerintahan 
lainnya. Kekeliruan ini disebabkan karena kesalahan menafsirkan undang-undang yang 
memberikan wewenang tersebut. 

Tindakan ultra vires organ pemerintahan dapat dilihat dari kasus tumpang tindih wilayah Izin 
Usaha Pertambangan atas nama PT. Daya Sumber Mining Indonesia dengan wilayah Izin usaha 
Pertambangan PT. Bintang Delapan Wahana yang diputuskan pada tingkat banding di PTTUN 
Makasar berdasarkan Putusan No. 97/B/2017/PTTUN Mks. Dalam kasus ini, PT. Daya Sumber 
Mining Indonesia mendalilkan Bupati Konawe tidak berwenang secara ratione loci (tempat) untuk 
menerbitkan Kuasa Pertambangan maupun Izin Usaha Pertambangan untuk PT. Bintang Delapan 
Wahana (Terbanding II/Tergugat II Intervensi) karena wilayah hukum kegiatan pertambangan ada 
di Kabupaten Morowali, sehingga keputusan tersebut batal. Pertimbangan hukum majelis hakim 
dalam eksepsi menyatakan bahwa Kuasa Pertambangan Eksplorasi dan Izin Usaha Pertambangan 
Operasi Produksi yang diterbitkan oleh Bupati Morowali atas nama PT. Daya Sumber Mining 
Indonesia yang terletak di Kecamatan Bahodopi Kabupaten Morowali adalah sah secara secara 
yuridis karena secara historis sejak pembentukan Kabupaten Morowali berdasarkan Undang-
Undang Nomor 51 Tahun 1999 tentang Pembentukan Kabupaten Boul, Kabupaten Morowali dan 
Kabupaten Banggai Kepulauan, Kecamatan Bahodopi adalah wilayah dari Kabupaten Morowali. 
Dalam kasus ini, Bupati Konawe melakukan tindakan tanpa wewenang karena membuat keputusan 
di luar yurisdiksi wewenangnya berdasarkan wilayah atau tempat.  

 
2. Konsekuensi Hukum Tindakan atau Keputusan Ultra Vires 

Berdasarkan Pasal 70 ayat (1) UUAP konsekuensi hukum dari tindakan atau keputusan organ 
pemerintahan yang ultra vires adalah tindakan atau keputusan tidak sah. Makna tindakan atau 
keputusan tidak sah sesuai Pasal 70 ayat (2) UUAP adalah tindakan atau keputusan itu tidak 
memiliki kekuatan mengikat sejak semula (sejak tindakan dilakukan atau keputusan ditetapkan) 
dan segala akibat hukumnya dianggap tidak pernah ada. 

Norma pada Pasal 70 ayat (1) tersebut tidak tepat karena “tidak sah” dapat berupa tindakan 
atau keputusan itu dapat dibatalkan, atau tindakan atau keputusan itu batal demi hukum (Wijoyo, 
2005). Dalam konsep hukum administrasi, antara ‘dapat dibatalkan’ dan ‘batal demi hukum’ 
memiliki makna dan konsekuensi hukum yang sangat berbeda secara tajam. 
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Dapat dibatalkan (voidable) memiliki pengertian bahwa keputusan organ pemerintahan ketika 
telah ditetapkan, bahkan jika berdasarkan suatu kesalahan tetap berlaku mengikat sampai 
digantikan oleh keputusan yang baru atau telah dibatalkan oleh pengadilan (J. C. Harrison, 2023). 
Tindakan atau keputusan dapat dibatalkan adalah valid (sah) sampai sebaliknya dibatalkan oleh 
keputusan baru atau dinyatakan batal oleh putusan PTUN. Untuk keputusan dapat dibatalkan 
tindakan pembatalan melalui keputusan baru atau putusan PTUN mutlak dilakukan dan jika tidak 
ada maka keputusan akan terus sah dan efektif berlaku. 

Keputusan dapat dibatalkan karena keputusan dibuat dengan melibatkan suatu unsur 
kesalahan hukum tetapi kesalahan itu dilakukan dalam ruang lingkup kewenangan dari organ 
pemerintahan (Cardoso et al., 2020). Keputusan dapat dibatalkan karena dianggap ditetapkan 
dalam batas wewenang organ pemerintahan dan oleh karena itu menjadi keputusan yang sah dan 
efektif sampai dibatalkan oleh keputusan baru atau putusan pengadilan (DYK, Van., Terence, 
2020). Proposisi bahwa keputusan organ pemerintahan sah dan berlaku efektif sampai 
pembatalannya berakar pada praduga validitas atau keabsahan yang diungkapkan dalam pepatah 
omnia praesumuntur rite esse acta yang berarti segala sesuatu yang telah dilakukan dengan benar 
menghasilkan sesuatu yang benar (Lee, 2016). Praduga validitas untuk tujuan kepastian hukum 
bahwa suatu keputusan adalah keputusan tidak sah dapat diidentifikasi dari keputusan baru yang 
membatalkan keputusan sebelumnya.  

Dalam maknanya yang umum, batal demi hukum (void) berarti tidak adanya, atau suatu 
ketiadaan (Schaefer, 2010). Batal demi hukum berarti tidak pernah ada sejak semula atau void ab 
initio (J. Harrison, 2022). Keputusan batal demi hukum berarti keputusan benar-benar tidak ada, 
tidak mengikat, dan hanya ketiadaan semata (Yang, 2014). Tindakan atau keputusan batal demi 
hukum karena dianggap tidak pernah ada sejak dari semula, organ pemerintahan dapat 
mengabaikan tindakan atau keputusan terkait dan mengambil tindakan atau keputusan baru 
mengenai masalah yang ada. Bagi mereka yang menjadi sasaran dari tindakan atau keputusan 
organ pemerintahan yang batal demi hukum tidak terikat oleh keputusan. Keputusan batal demi 
hukum tidak diakui oleh hukum untuk menciptakan hak dan kewajiban untuk para pihak yang 
terlibat (Festus, 2023). 

Tindakan atau keputusan yang berasal dari tindakan ultra vires organ pemerintahan adalah 
batal demi hukum (Forsyth, 2012). Suatu tindakan atau keputusan organ pemerintahan akan batal 
demi hukum jika dilakukan atau ditetapkan di luar yurisdiksi wewenangnya (Henrico, 2021). 
Tindakan atau keputusan ultra vires yang berarti dibuat ‘di luar yurisdiksi (outside jurisdiction)’ 
atau ‘tanpa wewenang untuk memutuskan (without power to decide)’ tidak memiliki dasar hukum 
dan tidak efektif secara hukum (Aguma, 2012). Sejak semula, sejak tindakan dilakukan atau 
keputusan ditetapkan, hukum menganggapnya tidak pernah eksis dan implikasinya, segala akibat 
hukumnya juga tidak pernah dianggap ada oleh hukum. Hal ini dapat dipahami jika tindakan atau 
keputusan dibuat oleh mereka yang tidak punya wewenang atau hak untuk melakukannya maka 
tindakan atau keputusan itu tidak pernah menghasilkan akibat apapun. Secara umum, orang akan 
menyadari jika seseorang melakukan sesuatu yang bukan menjadi otoritasnya maka tindakan itu 
dan dengan sendirinya termasuk akibatnya tidak akan dihiraukan, orang menganggapnya tidak 
pernah ada sama sekali.  

   
3. Putusan PTUN atas Tindakan Ultra Vires Organ Pemerintahan 

Konsep hukum administrasi membedakan secara tajam antara tindakan atau keputusan organ 
pemerintahan yang dapat dibatalkan dengan tindakan atau keputusan yang batal demi hukum. 
Tindakan atau keputusan dapat dibatalkan artinya tindakan atau keputusan itu adalah sah sampai 
kemudian ada keputusan yang baru atau putusan PTUN yang membatalkannya. Pembatalan oleh 
keputusan baru atau putusan PTUN menjadi syarat absolut dan sepanjang itu tidak terjadi maka 
tindakan atau keputusan akan terus menjadi tindakan atau keputusan yang sah dan berlaku 
mengikat.  Berbeda dari tindakan atau keputusan dapat dibatalkan, tindakan atau keputusan batal 
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demi hukum sejak dari semula tindakan atau keputusan beserta akibatnya tidak pernah dianggap 
ada oleh hukum. Persoalannya apakah tindakan atau keputusan batal demi hukum mensyaratkan 
keputusan baru atau putusan PTUN untuk pembatalannya. Untuk tindakan atau keputusan batal 
demi hukum tidak memerlukan keputusan atau putusan PTUN (Wijoyo, 2005). Pandangan ini 
logis karena keputusan batal demi hukum sejak semula keputusan dan akibat hukumnya dianggap 
tidak pernah sehingga tidak memerlukan tindakan pembatalan. Hal ini didukung oleh asas 
presumptio iustae causa yang konsekuensinya tindakan atau keputusan organ pemerintahan tidak 
dapat dinyatakan batal demi hukum karena selalu dianggap sah sampai ada tindakan 
pembatalannya (Putra, 2020).  

Tindakan atau keputusan batal demi hukum memang tidak memerlukan tindakan pembatalan 
apapun karena sejak awal tindakan atau keputusan itu berserta akibat hukumnya dianggap tidak 
pernah ada. Namun, untuk kepastian hukum diperlukan pernyataan atau deklarasi oleh putusan 
PTUN bahwa tindakan atau keputusan adalah batal demi hukum. Dari pernyataan itu akhirnya 
setiap orang bisa memastikan bahwa bahwa suatu tindakan atau keputusan organ pemerintahan 
telah dinyatakan batal demi hukum. Putusan PTUN memuat pernyataan bahwa keputusan atau 
tindakan organ pemerintahan tidak memiliki keberadaannya dalam hukum (Minattur, 1958). 
Putusan PTUN seperti itu merupakan putusan deklaratif yang isinya hanya menerangkan 
ketidaksahan (batal demi hukum) dari suatu tindakan atau keputusan tanpa memerlukan eksekusi.  

Venice Commission (2005) membagi muatan putusan pengadilan menjadi lima jenis. Pertama, 
certiorari, yaitu putusan pengadilan yang berisi perintah kepada organ pemerintahan untuk 
memperbaiki tindakan atau keputusan yang telah diambilnya. Kedua, mandamus. Putusan ini 
berisi perintah kepada seseorang atau organ pemerintahan untuk melakukan tugas-tugasnya yang 
diwajibkan oleh hukum (Venice Commission, 2011). Ketiga, prohibition, yaitu berupa perintah 
pengadilan yang melarang organ pemerintahan melakukan tindakan yang melebihi batas 
wewenangnya. Keempat, quo warano, putusan pengadilan yang berisi perintah yang mewajibkan 
individu atau organ pemerintahan yang melaksanakan wewenangnya untuk menjustifikasi 
yurisdiksinya. Kelima, habeas corpus, yaitu putusan pengadilan yang berisi perintah yang 
mewajibkan seseorang atau organ yang melakukan penahanan terhadap seseorang harus memiliki 
alasan penahanan yang dilakukannya. Putusan tersebut diambil oleh pengadilan sesuai tuntutan 
dari yang mengajukan perkara.  

Putusan deklaratif atau deklarasi (declaratory relief, declaratory judgement, declaration) 
adalah putusan yang berisi pernyataan yang dibuat oleh pengadilan atas permintaan salah satu 
pihak berperkara (“Declaratory Relief | Legal Guidance | LexisNexis,” 2023). Putusan deklaratif 
adalah pernyataan abstrak seperti pernyataan bahwa suatu peraturan atau keputusan tidak sah (J. 
Harrison, 2022). Putusan deklaratif tidak memuat perintah spesifik apapun kepada para pihak 
untuk melakukan atau tidak melakukan sesuatu atau tidak memuat hak untuk memperoleh ganti 
kerugian (“Declaratory Relief | Wex | US Law | LII / Legal Information Institute,” 2023). Putusan 
deklaratif diberikan oleh PTUN atas permintaan pihak yang memiliki kepentingan hukum atas 
tindakan atau keputusan ultra vires di mana putusan itu akan memuat deklarasi atau pernyataan 
bahwa tindakan atau keputusan secara keberadaannya secara hukum dianggap tidak pernah ada 
dan tidak pernah menimbulkan akibat hukum apapun. Putusan tidak perlu memuat perintah kepada 
organ pemerintahan untuk membatalkan tindakan atau keputusan karena dengan pernyataan batal 
demi hukum maka sejak awal tindakan atau keputusannya dianggap tidak pernah ada.  

Pada putusan PTUN Surabaya No. 58/G/2009/PTUN.SBY dalam perkara Penggugat CV. 
Yulia Pranata Tek melawan Tergugat Plt. Kepala Kantor Pelayanan Terpadu Pemerintah Kabupaten 
Lumajang, Penggugat mendalilkan bahwa keputusan diterbitkan tanpa dasar hukum dan 
melampaui wewenang karena seharusnya merupakan wewenang Bupati Lumajang. Petitum dalam 
pokok perkara, petitum kedua menyatakan batal atau tidak sah keputusan objek sengketa, dan 
petitum ketiga memerintahkan tergugat mencabut keputusan objek sengketa. Petitum kedua sesuai 
ketentuan Pasal 53 ayat (1) Undang-Undang No. 5 Tahun 1986 tentang Peradilan Tata Usaha 
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Negara sebagaimana telah diubah dua kali terakhir dengan Undang-Undang No. 51 Tahun 2009 
tentang Perubahan Kedua Atas Undang-Undang No. 5 Tahun 1986 tentang Peradilan Tata Usaha 
Negara (UU PTUN) yang menyatakan bahwa gugatan di PTUN berisi tuntutan agar keputusan 
yang disengketakan dinyatakan batal atau tidak sah. Pasal 53 ayat (1) tersebut tidak tepat karena 
mensejajarkan ‘batal’ dengan ‘tidak sah’ yang keduanya berbeda yang dalam ‘tidak sah’ dapat 
berupa dapat dibatalkan, batal, atau batal demi hukum yang masing-masing memiliki pengertian 
dan akibat yuridis yang berbeda (Wijoyo, 2005). Jika gugatan berdasarkan tindakan melampaui 
wewenang (ultra vires) maka tuntutannya seharusnya agar keputusan dinyatakan batal demi 
hukum. Petitum ketiga seharusnya tidak perlu diminta karena keputusan batal demi hukum tidak 
perlu pencabutan karena sejak semula keputusan itu oleh hukum dianggap tidak pernah ada dan 
tidak menimbulkan akibat hukum apapun. PTUN hanya perlu menyatakan bahwa keputusan 
menjadi batal demi hukum tetapi tidak memerintahkan organ pemerintahan untuk mencabutnya.   

Pertimbangan majelis hakim menyatakan bahwa petitum ketiga yang menuntut agar tergugat 
mencabut keputusannya, oleh karena keputusan diterbitkan oleh pejabat yang tidak berwenang, 
maka keputusan tersebut menurut hukum dianggap tidak pernah ada sehingga tidak perlu dicabut, 
petitum penggugat harus ditolak. Pertimbangan hakim menolak petitum ketiga ini sangat tepat. 
Keputusan batal demi hukum mensyaratkan putusan deklaratif tanpa memerlukan tindakan 
eksekusi berupa pencabutan keputusan oleh organ pemerintahan yang berwenang. Tindakan 
eksekusi tersebut tidak diperlukan karena keputusan batal demi hukum sejak semula dianggap 
tidak pernah ada, dan demikian juga akibat hukumnya.  

PTUN Surabaya No. 58/G/2009/PTUN.SBY dalam pokok perkara yang menyatakan bahwa 
keputusan tergugat tidak sah. Putusan ini sesuai ketentuan Pasal 53 ayat (1) UU PTUN bahwa 
tujuan dari gugatan di PTUN agar pengadilan menyatakan bahwa keputusan yang disengketakan 
dinyatakan batal atau tidak sah. Lebih tepat sebenarnya keputusan tergugat dinyatakan batal demi 
hukum bukan keputusan tidak sah. Namun, PTUN Surabaya No. 58/G/2009/PTUN.SBY sudah 
sangat tepat tidak memuat diktum yang memerintahkan tergugat untuk mencabut keputusannya. 
Hal ini sesuai dengan pertimbangan hukum majelis hakim bahwa karena keputusan diterbitkan 
oleh pejabat yang tidak berwenang, maka keputusan tersebut oleh hukum dianggap tidak pernah 
ada sehingga tidak perlu dicabut. Keputusan yang dibuat oleh organ pemerintahan yang tidak 
berwenang adalah keputusan batal demi hukum sehingga tidak memerlukan tindakan pencabutan, 
tetapi yang dibutuhkan adalah putusan PTUN yang mendeklarasikan bahwa keputusan adalah 
keputusan batal demi hukum.  

 
C. Simpulan 

Ultra vires bukan spesies dari genus penyalahgunaan wewenang sebagaimana ketentuan Pasal 
17 ayat (2) UUAP. Ultra vires adalah tindakan organ pemerintahan tanpa sumber wewenang atau 
melebihi batas wewenangnya yang keduanya disebut tindakan tanpa wewenang yang berbeda 
sama sekali dengan dari kriteria tindakan penyalahgunaan wewenang. Konsekuensi hukum dari 
tindakan atau keputusan ultra vires adalah batal demi hukum, bukan tidak sah sebagaimana 
ketentuan Pasal 70 ayat (1) UUAP. Tidak sah memiliki makna yang lebih luas dari batal demi 
hukum yang dapat berupa dapat dibatalkan atau batal demi hukum.  

Tindakan atau keputusan organ pemerintahan batal demi hukum memerlukan putusan PTUN 
berupa putusan deklaratif yang menyatakan bahwa tindakan atau keputusan adalah batal demi 
hukum. Putusan PTUN ini untuk kepastian hukum di mana setiap orang dapat memastikan dengan 
melihat suatu pernyataan yang tegas bahwa suatu tindakan atau keputusan organ pemerintahan 
adalah tindakan atau keputusan  batal demi hukum.  
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